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PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.PwlI
Z P (at 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7604064510820007, Tempat Tgl Lahir P. Battoa, 05 Oktober
1982 ( umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan Tukang Dekorasi Pengantin, Alamat..., sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 7604060107620077, Tempat Tgl Lahir P. Battoa, 05 Oktober 1962
( umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan
Nelayan, Alamat......... , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021
telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali dengan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Pwl. tanggal 4 Juni 2021 dengan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada
tanggal 5 Agustus 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, ( sekarang
Kabupaten Polewali Mandar) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
218/44/V11/93, tertanggal 16 Agustus 1993;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat
berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang, Desa Tonyaman,
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Kecamatan Binuang, Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat
dan Tergugat di Kabupaten Barru, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama
Penggugat di Dusun Sarampu Komplex Perumahan Nelayan, Desa Tonyaman,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama kurang lebih 23
tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (

empat ) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. ANAK;
4.2. ANAK
4.3. ANAK
4.4, ANAK

Dan kini anak pertama. Kedua dan ketiga, telah menikah, sedangan anak
keempat dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan baik dan harmonis namun pada bulan tahun 2012 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat
mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui
hal tersebut karena Tergugat menelpon perempuan secara terang-terangan di
depan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat Penggugat sudah 3 kali mendapati Tergugat berhubungan
asmara dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada bulan Desember 2016 puncak terjadinya perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sendiri yang memutuskan untuk
pergi, hingga kini pisah tempat tiggal selama 4 tahun 6 bulan

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
diusahakan untuk dirukunkan lagi;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;
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ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Polewali cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat,

PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku;
Subsider :
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX, NIK
7604064510820007, tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar, dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata

dan sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
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. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/44/V111/93, tertanggal 16 Agustus

1993, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali,

Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai

cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu
satu kali dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman
di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang,
Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di
Kabupaten Barru, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di
Dusun Sarampu Komplex Perumahan Nelayan, Desa Tonyaman,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami istri sedangkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3
(tiga) orang telah menikah dan anak keempat dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awal pernikahan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun
2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara
dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat bersama dengan
perempuan lain bermesraan, sikap Tergugat tersebut disampaikan oleh
Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2016 terjadi lagi
pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
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- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar
dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak
berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar
sepupu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman
di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang,
Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di
Kabupaten Barru, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di
Dusun Sarampu Komplex Perumahan Nelayan, Desa Tonyaman,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami istri sedangkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3
(tiga) orang telah menikah dan anak keempat dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awal pernikahan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun
2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara
dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat bersama dengan
perempuan lain bermesraan, sikap Tergugat tersebut disampaikan oleh
Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2016 terjadi lagi
pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar
dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak

berhasil;
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Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam
berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam
jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49
huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut
dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon
kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 1993 dan tercatat pada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak. Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup
rukun kemudian pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi pada
bulan Desember 2016 yang keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6
bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang
dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa
Penggugat adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga
oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai
perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan
Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5
dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;
Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5,

dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
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-"(I'jengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta
kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1993 telah terjadi
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya
pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga
sekarang selama 4 (empat) tahun lebih, karena adanya perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena adanya sikap Tergugat melakukan
perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri
yang sah;

2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia
sebagaimana layaknya pasangan suami istri, telah dikaruniai anak seorang anak
laki-laki;

3. Bahwa selama 4 (empat) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah hingga
perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit
untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecabh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam
yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21;

2. Kitab Al-Igna juz Il sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

weolall ade gllo lg=g ) azg il ane, pas 2l bslg
AT
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“FArtinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis

Hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar
keteranganXXXXXXXXXXXXDAN XXXXXXXXXXXX, keduanya adalah orang yang
dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada
pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang
dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana
ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) dan (f) jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka
suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri
atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad
nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal
119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya
kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang
menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari
Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak
satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00,-
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 25 Dzulgaiddah 1442 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hashawiyah sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H. Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :Rp 70.000,00
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